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Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Sislem Pemerinlahan Berbasis
Elektronilc tahun 2018 sebagaimana diamanalkan Peraluran Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tenlang Sistem Pemerintahan Berbasis Eleklronik dan Peraluran Menleri PANRE
Nomor 05 Tahun 2018 tenlang Pedoman [Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, maka bersama ini kami sampaikan ucapan lerima kasih kepada Saudara alas
partisipasi dan kerjasama yang baik selama kegialan evaluasi ini berlangsung. IKegialan
Evaluasi ini bertujuan untuk mengelahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pacda
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang nantinya alkan digunakan sebagai cdasar
memberikan saran perbaikan untulk peningkalan kualilas pelaksanan SPI2EE

Menindaklanjuli pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2018, cdengan ini kami
sampailkan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 sebagaimana lerlampir. Harapan kami bahwa
hasil Evaluasi SPBI= Tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Sauclara
dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBI= yang terpadu sehingga dapat
menghasilkan layanan SPBE yang berkualilas, lerinlegrasi, dan berkesinambungan sarta
bermanfaal bagi masyarakat, pelaku usaha, Aparalur Sipil Negara, dan inslansi pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhalian dan kerjasama Saudara kami mengucaplkan
terima kasih
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KATA PENGANTAR

Puji- syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Kegiatan Evaluasi Sistam

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan bail.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan
pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan
untulk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPRE pacla
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedaman
oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan SPBE yang terpacdu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas,
terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur

sipil negara, dan instansi pemerintah.

Iami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan

termasuk Tim Evaluator Eksternal dari Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerali,

lakarta, Maret 2018
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Dasal Hokding

1. Peraturan Presiclen No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018
Pemerintahan Berbasis Elektronik (5PBE).

i Metodologt

"
Cont ity

: e e e e Valuasi SPBE “aly i P
Penerapan SPRE dinilai dengan metode Tinglkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajal kematangan
penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPRE. Tingkat Kematangan SPRE terdiri alas 5 (lima) laval

dimana masing-masing level menunjulkkan karakteristik kematangan tertentu pacla kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

S

Penilaian penerapan SPRE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah haarah melalui keg
evaluasi mancdiri dan wawancara yang dibultikan dengan data dan dokumen pendukung.

ialan

» Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum
ditetapkan dan Proses lata kalola dilaksanakan
sec¢ara ad-hoc.

» Layanan SPBE dalam bentul:
Informasl satu araly.

* Pepgaturan tzlah ditetapkan dengan memenuhi
sebaglan kebutuhan di Instanst Pemerintah seita
jproses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-
cdasar manajemen Lerdokumentasl.

e Layanan SPBE dalaim hentulk
Informasl cluaarah.

]
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* Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi
semua kebutuhan di Instansl Pemerintah serta
proses tala kelola dilaksanakan sepenulinya
dengan standardisasl.

» Layanan SPRE dalam hanwlk
pertukaran informasi dan layanan.

* Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi
kebuluhan hubungan antar instansi Pemerintal
serta proses lala kelola dilaksanakan dengan
penguliiran kinerla secara kuantitatif.

* Layanan SPRE terlilegras| cengan
layanan SPRENain,

* Pengaturan telah ditetapkan dan dlevaluasi
terhadap perubahan kebutuhan di lIngkungan
internal clan eksternal serta proses.tata kelola
dlilaksanakan dengan peningkatan kualllas.

° Layanan SPBRE dapat beradapasl
terhaclap perubahan Hnglkungan
Internal dan elisternal.

predikatindelks SPBE T
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Aspel 1 - Kebijakan Tata Kelola 5PBE 7% T R Nl
I Aspek 2+ Kebijakah Layanah SPBE - ' g ' ’ i 10% 1 4,2-5,0 Menuaskan
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Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan 8% : :
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Aspeles =ekhnologi Informast dan IKomunikasl , _ 12% .
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Domain 3 - Layanan SPBE 55% N _'l'_f_ e B ‘,l.”. e
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Aspel 7 - Layanan Publik Berbasis Eleltronik 22% (indeks minimal 2,6)
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Strategt & Perencanaan
Teknologi Informasi dan Komunikas
DBl ayananSRBE
Administrasi Pemerintahan
Layahan Publilk
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Nilai Indels Aspel: SPRE
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) Kebijakan Tata Kelola SPBE 1,86
[lalijalan Tara - :
Kelola - Kebijakan Layanai SPBE
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Layanan Palblil Kebijalan Layanan

Kelembagaan

Layanan Adpern Kelembagaan

Strategl-& Perencapaan
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Ferancanaan
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Administrasi Pemerintahan

Pelayanan Publik 2,0

Kebijakan Tata kelola

o Kekuatan
Sudah memiliki kebijakan tim pengarah SPBE dan kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja)
Lerintegrasi.

e Kelemahan
Belum memiliki kebijakan pengoperasian pusat data dan kebijakan penggunaan aplikasi umuim berbagi
palai.

B. Kebijakan Layanan
o Keluatan
Sucah memiliki kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik.
e Kelemahan
Belum memiliki kebijakan layanan naskah dinas, kebijakan layanan manajemen kepegawaian, kelijalkan
internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hulkum (IDIH), dan kehijakan layanan Whistle
Blowing System.

C. Kelembagaan

o [Cekuatan
Suclah memiliki Tim Pengarah SPBE dan memiliki proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi (SOP Tentang
Layanan terpaclu satu pintu)

e Kelemahan

D. Strategi dan Perencanaan
e Kekuatan
Sudah memiliki dokumen rencana induk SPBE (Masterplan Egov 2013-2018) serta memiliki perencanaan




E. Teknologi Informasi dan Komunilkasi
= Kekuatan
Sudah memiliki pengoperasian pusat data tetapi belum diterapkan di seluruh unit kerja, terdapal integrasi
sistem aplikasi (E-Planning, Ebudgeting, SPSE, Perizinan Online Terintegrasi) yang diterapkan h;;my;n
sebagian dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai (E-Planning, Ebudgeting, SPSE, perizinan online
terintegrasi, pengaduan masysrakat secara elektronik) yang juga diterapkan hanya sebagian.
»  Kelemahan

F. Administrasi Pemerintahan
®  Kekuatan
Suclah memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi yaitu SIPKD dan sistem pengadaan secara
elektronik yaitu SPSE can SIRUP
* Kelemahan
Belum memiliki Layanan Naskah Dinas ;

G. Pelayanan Publik
* [Kekuatan
Suclah memiliki sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi yaitu pelayanan perizinan
online, APOI (Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan), dan DisDukCaPil.

a  Kelemahan
Belum memiliki layanan Whistle Blowing System (WBS)

, Kebijakan Internal Tim sejenisnya sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tugas-tugas
i Pengarah SPBE yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu di dalam Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kebijakan internal proses hisnis sebaiknya dilengkapi dengan memuat
Kebijakan Internal pengaturan tersusunnya proses hisnis yang terintegrasi tidak hanya i
72 | Inovasi Proses Bisnis dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tetapi juga antar Instansi
Terintegrasi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintal
Daerah.
. Kebijakan internal rencana induk SPRE sebaiknya ditetapkan dengan
. | Kebijakan Internal ¥

memuat pengaturan tersusunnya rencana indulcyang mencakup secara

2 - - D
encana Indulk SPRE L . . I
lengkap visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPRE.

Kehijakan Internal

+ ) Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya dilengkapi dengan
4 | Anggaran dan Belanjz

memualt pengaturan terkait penyelarasan dengan rencana indulk SPRE.

s3]

THIE
Kebijakan Internal Kehijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya ditetapkan dengan
5 | Pengoperasian Pusat memual pengaturan pengoperasian dan pemanfaatan pusat data bagi

Data semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.




[Kebijakan Internal

Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilengkapi dengan
memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi yang didasarkan paca integrasi

. Integrasi Sistem Aplikasi | proses hisnis antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah.
Kehijakan Internal Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya -
7 Penggunaan Aplikasi ditetapkan dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit
Umum Berbagi Palkai kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daeral.
Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya ditetapkan dengan
o | Kebijakan Internal memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas
v Layanan Naskalh Dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi
Pusat/Pemerintah Paerah.
Gakilakai ks “Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya ditetaplan A
§ | Lavananniahaenes clenga'n memualt pen.gaturan I\'ebutul?an dan |:>E||gguna.aa|n Ia_ya‘nan
Fesprepennvatars manajem‘en |Jegalwa| secara ele.ktromk pada semua unit kerja/perangkat
daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaaan dan Penganggaran
Kehijakaifiteinal sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi
. 5 layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik
10 [L)ay_anE-\n Manéjfjnen dengan layanan SPBE lain yang sucah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah
Pz:::;;:;;?i:: aan Daerah atau int‘egrasi layanan |.nanajen'1en pe.rerw:am:uan dan penganggaran
5 secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar
Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan sehaiknya dilengkapai
dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen
Kebijakan Internal perencanaan dan penganggaran secara elektronilk dengan layanan SPBRE lain
11 | Layanan Manajemen yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi
Keuangan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronilk
antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat
dengan Pemerintah Daerah.
s — Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya dilengkapi dengan
. Kelijakan |n|,€l.nEl - memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen
- ‘l_(?:ri]ll]:n IarajenTe kinerja .sec.ara e_lektro'nik pada semua unit kerja/perangkat daerah i
Instansi Pusat/Pemerintah Daeral.
Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sebaiknya dinilai dan dievaluasi
13 Kebijakan Internal secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di
- Layanan Pengadaan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen
perubahan.
Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya dilengkapi dengan
Kelbiaian [ntars) memuat.pengatu ran l\'ebutL}han in.l:egrasi layanan peng.adu.an publi_l-; secara
1 | Layangn Pengaduss r:zlektromk cle.ngan layanan ':,PBE- lain yan'g sudah tersedia cli lnrstan.:‘.l
Publik Pusat/Pemerintah Daera_-ﬂ') atau mtegr?m layanan pengacduan pulblik ser;r_-u'a'
elelktronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi
Pusat dengan Pemerintah Daerah.
TR - I<f3|3ijal<a|1 Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebaiknya
15 | Layaian Deliimentasi ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan

dan Informasi Hulkum

layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronil pada semua
unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.




Kebijakan Internal

Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing Systeim (WBS) sebaiknya
ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan

16 | Layanan Whistle - s _
Blowing Systeny (WBS) layanan WBS secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daeral di
Instansi Pusalt/Pemerintah Daerah.
Kebijakan Internal Layanan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memual
O — pengaturan kebutuhan integrasi layanan publik secara elektronilk dengan
- CPIR2E 1A - - L 2 [T H S .
A m— layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Dacrah
B sl altau integrasi layanan publik secara elektronik antar Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusal dengan Pemerintah
Daerah,
Tim Pengarah SPBE Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIIC atau sejenisnya sebaiknya
18 R—— iafn,]-,p,.inl.ah melaksanalkan tugas dan fungsinya secara menyeluruh sesuai dengan
kebijakan internal yang telah ditetapkan.
- Inovasi Proses Bisnis Proses bisnis sebaiknya diterapkan pada semua unit kerja/perangkat daeral
7| Terintegrasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daeral.
20 Rencana Inculk SPBE Pelaksanaan peta rencana dari rencana induk SPRE sebaiknya diterapkan
| Instansi Pemerintah secara konsisten dan dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara herkala.
Anpmararydan Belanja Perencanaan dan penganggaran TIK sebaiknya tertuang dalam rencana kerja
2 clal Cle wiGipe | . " . 5 :
21 | Teknologi Informasi anggaran tahunan secara terpadu sebaiknya dapat dikendalikar oleh unit
A $ 5 a5 p P = e
Ke |11ll|1i|-'1 : kerja/perangkat daerah yang berfungsi sehagai pengelola TIK, dan dapat
) as : : 2 ; ;
cliukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.
Per I Prosedur pengoperasian baku untuk pemanfaatan pusat cdata (data center)
o engoperasia Sal : 3 . N X
22 D ke sebaiknya diterapkan secara konsisten kepada semua unit kerja/perangkat
ata . - ;
daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
23 | (it i Sistem Aplikasi Integrasi sistem aplikasi sebaiknya diterapkan secara menyeluruh
3 | Integrasi Sistem Aplikas ) . . I
& l berdasarkan pada arsitektur dan peta rencana dari rencana indul SPBE.
b Aplikasi Aplikasi umum sebaiknya diterapkan dan digunakan oleh selurul unit
i enggunaan Aplikasi ) . o :
24 U EB Berl ' - kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan
Umum Berbagi Pakai ; ) ) R
E arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPRE.
Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
transaksi dimana proses-proses pacla penggunaan naskah clinas elektronil:
dilaksanakan secara otomasi seperti mengunggah e-clokumen dan
25 | Layanan Naskah Dinas memasukkan informasi ke dalam sistem, serta sistem dapat merespon
kepacdla pengguna terhacap mekanisme persetujuan, penyematan tanda
tangan digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima
di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjacdi layanan
26 Layanan Manajemen transalksi dimana proses-proses pada manajemen kepegawaian
Ay R . - . . g e ] T
[Kepegawaian cilaksanakan secara otomasi seperli tindakan persetujuan cdan verifikasi
terhadap transaksi kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dan sebagainya.
Layanan manajemen perencanaan kegiatan sebaiknya ditingkatlkan menjach
27 Layanan Manajemen layanan transaksi dimana proses-proses pacla manajemen perencanaan

Perencanaan

kegiatan dilaksanakan secara otomasi seperti tindakan persetujuan,
verifikasi, validasi, analitik data perencanaan dan lain sebagainya.




Layanan manajemen penganggaran sebaiknya ditingkatkan menjacli layanan
. transaksi dimana proses-proses pada manajemen penganeyar:
Layanan Manajemen o | | \ | : 5 pacla r.‘ laJ 2Men penganggaran
28 dlalksanalkan secara otomasi seperti tindakan rselujus arililkkasi
Rehaaizgaian lakens 5 g I kan persetujuan, verilikasi,
validasi, analitik data perencanaan terhadap transaksi penyusunan

anggaran, revisi anggaran, dan sebagainya

Layanan manajemen keuangan sehaiknya ditingkatkan menjadilayanan

29 Layanan Manajemen kolaborasi dimana layanan tersebut dikolahorasikan/diintegrasikan dengan
| Keuangan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPRE dan integrasi proses bisnis i
dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjacli layanan

) transaksi dimana proses-proses pada manajemen kinerja dilaksanalkan
Layanan Manajemen

300 0
Kinerja

secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terlkait
kinerja, clan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme

persetujuan kinerja organisasi dari atasan dan validasi kinerja.

Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjaci
layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan
Layanan Pengadaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal
dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan
manajemen perubahan.

w
Foiiy
b

Layanan pengaduan publik sebaiknya ditingkatkan menjacdi layanan
transaksi dimana proses-proses pada layanan pengacuan dilaksanalkan
Layanan Pengaduan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait

w
N

Pulblik pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan
pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian
dari pelaporan tersebut.

Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (1DIH) sebaikinya
ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses paca layanan
dokumendasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomasi seperti
menguncuh atau mengunggah informasi terkait dokumentasi dan informasi
hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hulum
baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hulum baru
yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berhasis kecerdasan.

Layanan Dokumentasi
dan Informasi Hukum

)

&
[E3]

Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadli
layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang
mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsanglal

Layanan Whistle- : S N s ,
dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah

Blowing System . . . ] C ! i |
informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna

yang melaporkan pengacuan mengenai transparansi alur proses dan
progres penyelesaian dari pengaduan tersebut,

Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi cimana
Pelayanan Perizinan layanan tersebut dikolahorasikan/diintegrasikan dengan layanan SPRE lain

[S8]
i

Online berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses hisnis di calam maupun
antar Instansi Pusat/Pemerintah Daeral.

Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana
APOK Aplikasi Pelayanan | layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanam SPRE lain
Online Kecamatan berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun

masss Lisstesamws ivcardPoes cataasalz ez seal




Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana
layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPRE [ain
berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses hisnis di dalam madaun
antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
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